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Laporan Triwulan I Pengelolaan Risiko 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Kota Denpasar Tahun 2023 

 

BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber 

risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. 

Pengelolaaan risiko dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan 

Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

Pimpinan Perangkat Daerah merupakan Unit Pemilik Risiko yang bertanggung jawab 

melaksanakan Pengelolaan Risiko. 

 

B. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Denpasar  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);  

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

e. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota 

Denpasar tahun 2022 Nomor 3).  

f. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 

188.45/09/DP3AP2KB/2022 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko di 

Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar 

g. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 

188.45/10/DP3AP2KB/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko di 

Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen 

Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik 

Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit 

Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan. 

D. Ruang Lingkup 

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan 

pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah 

 

A. Rencana    Kegiatan    Pengelolaan    Risiko    Pemerintah    Daerah Triwulan I 

1. Identifikasi Risiko 

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 26 risiko (polulasi risiko), dengan 

rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.  

2. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko 

Dari 26 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko 

kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:  

a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 4 risiko (15,38% dari 

26 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 

2. 

b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 4  risiko atau 100 % 

dari jumlah/populasi risiko prioritas).  

c. Sebanyak 4 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai 

sebanyak 4 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis 

risiko dapat dilihat pada Lampiran 3.  

B. Realisasi    Kegiatan    Pengelolaan    Risiko    Pemerintah    Daerah Triwulan I 

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan I sebanyak  2 

kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada 

Lampiran 4.  

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan I  sebanyak 2 

kegiatan atau 100% dari 2 kegiatan pengendalian pada Triwulan I. Daftar 

pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5.  

3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang 

seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















